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ABSTRAK 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam 
penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis 
normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ 
logika induktif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa bank dan nasabah, dipandang sebagai 
proses yang lebih sederhana dari segi prosedur 
dan relatif lebih murah. Dalam sengketa antara 
bank dan nasabah, nasabah sering kali menjadi 
tidak berdaya pada saat harus berhadapan 
dengan Bank di Pengadilan dan hanya bisa 
pasrah apabila bersengketa dengan Bank. Agar 
nasabah dapat terlindung hak-haknya, 
dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi 
sebagai lembaga penyelesaian sengketa. 
Penyelesaian sengketa perbankan melalui 
mediasi perbankan sangat menguntungkan bagi 
nasabah kecil, sebab prosesnya sederhana, 
biaya murah, dan cepat. 
Kata kunci: kredit, mediasi 

 
A.  PENDAHULUAN  

Salah satu upaya untuk memperkecil risiko 
kredit seperti maka dalam pemberian kredit 
bank diwajibkan adanya agunan kredit. Fungsi 
dari pemberian jaminan adalah guna 
memberikan hak dan kekuasaan kepada bank 
untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-
barang jaminan tersebut, bila debitor bercidera 
janji tidak membayar kembali hutangnya pada 
waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 
Pada tataran praktik agunan yang sering 
digunakan adalah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang telah memiliki bukti berupa 
sertifikat dan diikat oleh hak tanggungan 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-
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Menangani kredit bermasalah seperti 
diatas berbagai upaya dilakukan oleh Bank guna 
mengembalikan kembali uang nasabah 
penyimpan baik melalui upaya penagihan biasa 
atupun melalui upaya lainnya. Proses recovery 
yang dilakukan oleh Bank sangat sulit karena 
pada umumnya debitur yang dihadapi adalah 
debitur dalam keadaan bankrut, memiliki itikad 
yang tidak baik, meninggal dunia, bahkan 
debitur tersebut kabur (skip). Untuk 
menghadapi hal tersebut Bank biasanya 
menggunakan mekanisme lelang eksekusi hak 
tanggungan (parate executie). Pada 
pelaksanaan lelang yang sering terjadi adalah 
Bank selalu menghadapi gugatan balik dari 
debitur yang tidak ingin agunannya dilelang. 
Gugatan tersebut didasarkan bahwa Bank 
melakukan lelang tanpa ada persetujuan 
terlebih dahulu dari debitur, padahal dalam 
akta perjanjian sudah tercantum klausul apabila 
debitur wanprestasi bank akan melakukan 
tindakan yang dibutuhkan untuk 
mengembalikan asset bank termasuk upaya 
lelang. Hal inilah yang sering menjadi sengketa 
antara bank dengan debiturnya, dimana debitur 
merasa tindakan lelang merupakan tindakan 
yang melawan hukum. 

Mengamati kegiatan bisnis perbankan 
diatas yang jumlah transaksinya ratusan setiap 
hari, tidak mungkin dihindari terjadinya 
sengketa (dispute/ difference) antar pihak yang 
terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi 
selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian 
yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan 
perdagangan, frekuensi terjadi sengketa makin 
tinggi, hal ini berarti sangat mungkin makin 
banyak sengketa yang harus diselesaikan. 
Secara konvensional, penyelesaian sengketa 
biasanya dilakukan secara Litigasi atau 
penyelesaian sengketa di muka pengadilan. 
Dalam keadaan demikian, posisi para pihak 
yang bersengketa sangat antagonistis (saling 
berlawanan satu sama lain) Penyelesaian 
sengketa bisnis model ini semestinya tidak 
direkomendasaikan. Kalaupun akhirnya 
ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya 
sebagai jalan yang terakhir (ultimatum 
remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak 
membuahkan hasil. Mekanisme penyelesaian 
sengketa melalui Forum Mediasi Perbankan 
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sebagaimana yang telah diatur dengan PBI No. 
8/5/PBI/2006 Jo. PBI No. 10/1/PBI/2008 
tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/PBI/2006 
tentang Mediasi Perbankan. 3 Pertama, Mediasi 
(Perbankan) adalah proses penyelesaian 
Sengketa yang melibatkan mediator untuk 
membantu para pihak yang bersengketa guna 
mencapai penyelesaian dalam bentuk 
kesepakatan sukarela terhadap sebagian.  

Praktek perbankan selama ini dalam 
menyelesaikan sengketa belum banyak 
mempergunakan proses non- litigasi. Hal ini 
dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian yang 
dibuat antara bank dan nasabah yang tidak 
mencantumkan klasul seperti arbitrase, 
mediasi, dan sebagainya seperti yang 
dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa, 
baik melalui pengadilan atau arbitrase bersifat 
formal, memaksa, melihat masalah ke belakang 
dengan memperhatikan ciri pertentangan dan 
apa yang mendasarkan hak-hak. Dalam hal ini 
para pihak yang menyelesaikan suatu sengketa 
harus melalui prosedur pemutusan perkara 
yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan 
yang ketat dan hak serta kewajiban hukum para 
pihak. Sebaliknya, penyelesaian sengketa 
alternatif sifatnya tidak formal, sukarela, 
melihat ke depan, kooperatif dan berdasar 
kepentingan. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa 

Perkreditan Antara Nasabah Dan Bank 
Melalui Mediasi Pada Bank Indonesia ? 

2. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Mediasi 
Perbankan menurut Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Kaitannya Dengan PBI No. 10/1/PBI/2008 
tentang Perubahan Atas PBI No. 
8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan ? 
 

C.  TUJUAN PENELITIAN 
1. Mengetahui dan memahami 

penyelesaian sengketa perkreditan antara 
Bank dan Nasabah melalui mediasi pada 
Bank Indonesia. 
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2. Mengetahui dan memahami Kekuatan 
Hukum Mediasi Perbankan menurut 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa Kaitannya Dengan 
PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan 
Atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi 
Perbankan 

  
D.  METODOLOGI  PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan 
dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 
yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah 
untuk menemukan kebenaran berdasarkan 
logika keilmuan dari sisi normatifnya yang 
objeknya adalah hukum itu sendiri. 4  

2. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini akan menggunakan 

pendekatan konseptual (conceptual approach) 
mengenai masalah masalah sengketa 
perkreditan antara nasabah dan bank 
digunakan pendekatan perundang- undangan 
(statue approach) terutama pengaturan dalam 
KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang 
Perbankan sebagai instrument hukumnya. 

3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan 

hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang 
diperoleh dari bahan pustaka berupa 
keteranganketerangan yang secara tidak 
langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, 
bahan- bahan dokumenter, tulisan- tulisan 
ilmiah dan sumber- sumber tertulis lainnya. 

4. Sumber data 
Di dalam penelitian hukum ini, 

dipergunakan jenis data sekunder, yang dari 
sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke 
dalam beberapa sumber data, yaitu : 
a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 
bersifat mengikat berupa peraturan 
perundang- undangan. 

b. Bahan hukum sekunder Adalah bahan yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan 
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hukum primer, seperti hasil ilmiah para 
sarjana, hasil penelitian, buku-buku, Koran, 
majalah, dokumen- dokumen terkait, 
internet, dan makalah, yang dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan literatur 
yang berhubungan dengan hukum. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang 
memberi petunjuk dan penjelasan terhadap 
bahan hukum primer dan sekunder. 
Misalnya, kamus, ensiklopedia, indeks 
kumulatif dan sebagainya. 5 

 
5. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan yang akan dilakukan dalam 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 
Studi Pustaka. Alat pengumpulan data dengan 
mengidentifikasi isi dari data sekunder 
diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan 
mempelajari bahan pustaka baik berupa 
peraturan perundang- undangan, artikel ,dari 
internet, makalah seminar nasional, jurnal, 
dokumen, dan data- data lain yang mempunyai 
kaitan dengan data penelitian ini. 
6. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ 
logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik 
kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata 
menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 

 
E.  HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Proses Penyelesaian Sengketa Perkreditan 

Antara Nasabah Dan Bank Melalui 
Mediasi Bank Indonesia 
Mediasi (Perbankan) adalah proses 

penyelesaian Sengketa yang melibatkan 
mediator untuk membantu para pihak yang 
bersengketa guna mencapai penyelesaian 
dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap 
sebagian ataupun seluruh permasalahan yang 
disengketakan (Pasal 1 angka 5 PBI No. 
8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan).6 

Proses beracara dalam Mediasi Perbankan 
secara teknis telah diatur dalam PBI No. 
8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia 
No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu 
sebagai berikut: 
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a)  Pengajuan penyelesaian Sengketa 
dalam rangka Mediasi perbankan 
kepada Bank Indonesia dilakukan oleh 
Nasabah atau Perwakilan Nasabah. 

b)  Dalam hal Nasabah atau Perwakilan 
Nasabah mengajukan penyelesaian 
Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank 
wajib memenuhi panggilan Bank 
Indonesia. 
Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian 

Sengketa Melalui Mediasi Perbankan (Pasal 8 
PBI No. 8/5/PBI/2006), yaitu: 
a)  Diajukan secara tertulis dengan disertai 

dokumen pendukung yang memadai; 
b)  Pernah diajukan upaya penyelesaiannya 

oleh Nasabah kepada Bank; 
c)  Sengketa yang diajukan tidak sedang 

dalam proses atau belum pernah diputus 
oleh lembaga arbitrase atau peradilan, 
atau belum terdapat Kesepakatan yang 
difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya; 

d)  Sengketa yang diajukan merupakan 
Sengketa keperdataan; 

e)  Sengketa yang diajukan belum pernah 
diproses dalam Mediasi Perbankan 
yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; 
dan 

f)  Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak 
melebihi 60 (enam puluh) hari kerja 
sejak tanggal surat hasil penyelesaian 
Pengaduan yang disampaikan Bank 
kepada Nasabah. 

Pasal 9 PBI No. 
8/5/PBI/2006 menyebutkan bahwa Proses 
Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau 
Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani 
perjanjian Mediasi (agreement to mediate) 
yang memuat: Kesepakatan untuk memilih 
Mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
Sengketa; dan persetujuan untuk patuh dan 
tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia, kemudian Bank wajib 
mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi 
yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau 
Perwakilan Nasabah dan Bank. Catatan yang 
bisa diberikan adalah bahwa perlu pengaturan 
dalam hal bank tidak mau menandatangani 
perjanjian mediasi (agreement to mediate), 
padahal nasabah telah melakukan pengaduan 
baik secara lisan atau tulisan, serta tidak puas 
terhadap penyelesian yang diberikan oleh bank 
yang bersangkutan. Untuk itu di sini diusulkan 
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agar sejak semula para pihak sudah setuju 
untuk menyelesaikan sengketa yang timbul 
diantara mereka melalui mediasi, yaitu dengan 
mencantumkan klausula mediasi (mediation 
clause) dalam perjanjian pokoknya, yakni dalam 
perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan, 
serta dalam hal produk penghimpunan dana 
dapat disertakan pada buku rekening simpanan 
nasabah bahwa dalam hal terjadi sengketa 
dapat diselesaikan melalui Lembaga Mediasi 
Perbankan setelah terlebih dahulu menempuh 
prosedur pengaduan nasabah. 

Adanya penetapan klausula mediasi inilah 
yang disebut sebagai mandatory mediation 
yang didasarkan pada kesepakatan bersama 
oleh para pihak sebagai wujud dari sistem 
terbuka (open system) dari hukum perjanjian, 
yakni perjanjian terkait dengan penyelesaian 
sengketa (vide Pasal 1338 Jo Pasal 1320 
KUHPerdata). Dengan mencantumkan klausula 
mediasi dalam perjanjian pokoknya 
menyebabkan bank maupun nasabah terikat 
untuk melaksanakannya semata-mata karena 
memang diperjanjikan (asas pacta sunt 
servanda).7 

Selanjutnya, secara lebih detail dalam PBI 
No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank 
Indonesia (SEBI) Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 
Juni 2006, ketentuan dan proses Mediasi 
Perbankan adalah sebagai berikut: 
1. Persyaratan Pengajuan Penyelesaian 
Sengketa 

a.  Pengajuan penyelesaian sengketa 
nasabah hanya dapat dilakukan oleh 
nasabah atau perwakilan nasabah, 
termasuk lembaga, badan hukum dan 
atau bank lain yang menjadi nasabah 
bank tersebut 

b.  Sengketa yang diajukan adalah 
sengketa keperdataan yang timbul dari 
transaksi keuangan 

c.  Pengajuan penyelesaian sengketa 
dilakukan secara tertulis dengan format 
sesuai Lampiran 1 SEBI (Surat Edaran 
Bank Indonesia) dengan menyertakan 
dokumen yang dipersyaratkan. 
Pelaksana fungsi Mediasi Perbankan 
dapat menolak pengajuan penyelesaian 
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Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan, Yogyakarta, 
21 Maret 2007. Hal 44     

sengketa yang tidak memenuhi 
persyaratan dimaksud. 
 

2. Batas waktu 
Pengajuan penyelesaian sengketa 

dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari 
kerja, yang dihitung sejak tanggal surat hasil 
penyelesaian pengaduan nasabah dari bank 
sampai dengan tanggal diterimanya pengajuan 
penyelesaian sengketa oleh pelaksana fungsi 
mediasi perbankan secara langsung dari 
nasabah atau tanggal stempel pos apabila 
disampaikan melalui pos. 

Proses mediasi dilaksanakan dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
yang dihitung sejak nasabah dan bank 
menandatangani perjanjian 
mediasi (agreement to mediate) sampai dengan 
penandatanganan Akta Kesepakatan. 

 
3. Nilai tuntutan finansial 

Nilai tuntutan finansial dalam mediasi 
perbankan diajukan dalam mata uang Rupiah 
dengan batas paling banyak sebesar 
Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). 

 
4. Cakupan nilai tuntutan finansial 
a.  Nilai kumulatif dari kerugian yang telah 

terjadi pada nasabah. 
b.  Potensi kerugian karena penundaaan atau 

tidak dapat dilaksanakannya transaksi 
keuangan nasabah dengan pihak lain. 

c.  Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Nasabah 
untuk mendapatkan  penyelesaian sengketa. 

d.  Nilai tuntutan finansial ini tidak termasuk 
nilai kerugian immaterial. 

 
5. Prosedur 
a.  Atas dasar pengajuan penyelesaian 

sengketa oleh nasabah, pelaksana fungsi 
mediasi perbankan dapat melakukan 
klarifikasi atau meminta penjelasan kepada 
nasabah dan bank secara lisan dan atau 
tertulis 

b.  Pelaksana fungsi mediasi perbankan 
memanggil nasabah dan bank untuk 
menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi 
perbankan. Apabila nasabah dan bank 
sepakat menggunakan mediasi perbankan 
sebagai alternatif penyelesaian sengketa, 
nasabah dan bank wajib menandatangani 
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perjanjian mediasi (agreement to 
mediate). 

c.  Kesepakatan yang diperoleh dari proses 
mediasi dituangkan dalam suatu Akta 
Kesepakatan yang bersifat final dan 
mengikat bagi nasabah dan bank. 

Bersifat final adalah sengketa tersebut 
tidak dapat diajukan untuk dilakukan proses 
mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi 
perbankan, sedangkan yang dimaksud dengan 
mengikat adalah kesepakatan berlaku sebagai 
undang-undang bagi nasabah dan bank yang 
harus dilaksanakan dengan itikad baik.8 

Ketentuan Pasal 14 PBI No. 
8/5/PBI/2006 disebutkan bahwa Bank wajib 
mempublikasikan adanya sarana alternatif 
penyelesaian Sengketa di bidang perbankan 
dengan cara Mediasi kepada Nasabah. 

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia 
Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tersebut 
disebutkan bahwa informasi yang wajib 
dipublikasikan oleh Bank paling kurang 
memuat: 
a.  Prosedur yang harus ditempuh Nasabah 

untuk dapat mengajukan penyelesaian 
sengketa; 

b.  Persyaratan pengajuan penyelesaian 
sengketa; 

c.  Batas waktu pengajuan penyelesaian 
sengketa; 

d.  Nilai tuntutan finansial maksimum untuk 
setiap Sengketa, yaitu berupa kerugian 
finansial yang telah terjadi pada Nasabah, 
potensi kerugian karena penundaan atau 
tidak dapat dilaksanakannya transaksi 
keuangan Nasabah dengan pihak lain, dan 
atau biaya- biaya yang telah dikeluarkan 
Nasbah untuk menyelesaikan Sengketa; dan 

e.  Cakupan nilai tuntutan finansial tidak 
termasuk nilai kerugian immaterial. 

Tugas publikasi ini di samping perlu 
dilaksanakan oleh setiap bank, menurut hemat 
Penulis hendaknya juga dilaksanakan oleh Bank 
Indonesia sejak dini melalui sosialisasi dan 
edukasi kepada masyarakat, misalnya dalam 
bentuk penyuluhan-penyuluhan di bidang 
perbankan khususnya mengenai mekanisme 
penyelesaian sengketa. Hal ini perlu dilakukan 
mengingat masyarakat perlu memperoleh 
edukasi di bidang Mediasi Perbankan, sehingga 
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nasabah riil maupun yang potensial 
(masyarakat yang belum menjadi nasabah 
bank) sejak awal telah mengetahui bahwa ada 
sarana yang dapat ditempuh untuk mencegah 
terjadinya kerugian dalam hal melakukan 
transaksi keuangan dengan bank yang 
dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang 
netral dan impartial, serta memenuhi asas 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Penulis berpendapat bahwa ketentuan ini 
akan efektif jika klausula yang berisi perjanjian 
mediasi (agreement to mediate) tertulis dalam 
produk-produk yang diberikan oleh bank, 
misalnya pencantuman dalam klusula 
penyelesaian sengketa pada perjanjian 
kredit/pembiayaan yang diberikan bank atau 
pencantuman dalam rekening nasabah 
deposan. Berdasarkan pada pemaparan di atas 
menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa 
perbankan melalui Mediasi Perbankan sudah 
memiliki tata cara dan prosedur yang jelas, 
walaupun memang kalau dilihat dari kaca mata 
teori pranata mediasi secara umum masih 
terdapat beberapa hal yang bertentangan 
sebagaimana tersebut di atas. 

Dapat dilihat bahwa hubungan hukum 
antara bank dengan nasabah yang terjadi 
bersifat kontraktual, yang berupa kontrak baku 
yang dibuat oleh bank. Karena hubungan ini, 
maka kedudukan nasabah menjadi lebih rendah 
dari pada bank. Untuk mengatasi masalah ini, 
maka diperlukan adanya suatu peraturan yang 
mengatur mengenai perlindungan terhadap 
konsumen yang dapat menjamin dipenuhinya 
hak-hak konsumen sebagai pemakai suatu hasil 
produksi. Untuk itu, pemerintah mensahkan 
suatu undang-undang yang melindungi 
konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.9 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 
mewajibkan adanya kesetaraan hubungan 
antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen 
(nasabah).  Secara umum hubungan hukum 
bank dan nasabah sebagai perjanjian pinjam-
meminjam, atau lebih spesifik sebagai 
perjanjian peminjaman uang. Karena hal 
tersebut merupakan perjanjian pinjam-
meminjam, sesuai dengan ketentuan Pasal 
1755 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

                                                           
9

 Sautama Ronny, Hotma Bako, Hubungan Bank Dan 
Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito, PT, 
Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hal 32 
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dana yang disimpan oleh nasabah dianggap 
sebagai milik bank selama dalam penyimpanan 
bank. Dengan kata lain, sebelum ditagih oleh 
nasabah, pihak bank dapat menggunakan dana 
tersebut untuk kepentingannya seperti 
layaknya seorang pemilik. Apakah untuk 
disalurkan sebagai kredit ataupun untuk 
investasi dan biaya-biaya bank. Dengan 
demikian, dapat diketahui hubungan antar bank 
dengan nasabah berdasarkan perjanjian. 

 
2. Kekuatan Hukum Mediasi Perbankan 

Menurut Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Kaitannya Dengan PBI No. 10/1/PBI/2008 
Dalam Penyelesaian sengketa antara 

nasabah dan bank dapat dilakukan melalui 
negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun 
melalui jalur peradilan. Namun demikian, upaya 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau 
jalur peradilan tidak mudah dilakukan, 
khususnya bagi nasabah kecil karena 
memerlukan waktu dan biaya yang tidak 
sedikit. Penyelesaian melalui lembaga-lembaga 
dimaksud seringkali berlarut-larut dan terlalu 
prosedural. Beberapa hal yang 
melatarbelakangi munculnya APS sebagai 
pranata dalam penyelesaian sengketa, 
terutama sengketa bisnis adalah adanya 
ketidakpuasan terhadap pengadilan, 
perkembangan bisnis modern (globalisasi) dan 
adanya tuntutan masyarakat dalam 
menyelesaikan sengketa cepat, damai dan 
pasti. 10 

Berdasarkan pada kondisi dimaksud maka 
diperlukan sebuah lembaga penyelesaian 
sengketa alternatif (alternatif dispute 
resolution) yang mampu melaksanakan 
fungsi dispute settlement yang bersifat win-win 
solution, sehingga dapat lebih memuaskan 
kedua belah pihak yang bersengketa secara 
proporsional. 

Penyelesaian sengketa sebagaimana telah 
disinggung di muka termasuk hukum perjanjian, 
sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak 

                                                           
10

 Candra Irawan. Aspek Hukum dan Mekanisme 
Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (APS) di 
Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2010. hal 4-5 

(freedom of contract principle). Para pihak 
bebas memilih forum dan hukum yang berlaku 
untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di 
antara mereka. Hal serupa juga terdapat pada 
dunia perbankan, dimana para pihak yakni 
pihak bank dan nasabah mempunyai kebebasan 
untuk menyelesaikan sengketanya melalui 
lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang 
ada.  

Mediasi adalah proses penyelesaian 
sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, 
yakni memberikan masukan-masukan kepada 
para pihak untuk menyelesaikan sengketa 
mereka.11 cara penyelesaian sengketa melalui 
perundingan diantara para pihak melalui 
bantuan pihak ketiga yang netral dan 
independen, yang disebut mediator, dengan 
tujuan tercapainya kesepakatan damai dari 
pihak yang bersengketa.  Berbeda degnan 
hakim arbiter, mediator hanya bertindak 
sebagai fasilitator pertemuan dan tidak 
memberikan keputusan atas sengketa, para 
pihak sendiri yang memegang kendali dan 
menentukan hasil akhirnya, apakah akan 
berhasil mencapai perdamian atau tidak. Jadi, 
salah satu forum alternatif penyelesaian 
sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak 
untuk menyelesaikan sengketa perbankan 
adalah melalui Mediasi Perbankan. 12  Sama 
dengan mediasi pada umumnya di sini juga 
terdapat pihak ketiga yang netral (mediator). 
Jika kita ikuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat 
kita katakan bahwa mediator dibedakan 
menjadi dua, yaitu: 
a. Mediator ditunjuk secara bersama oleh 

para pihak (Pasal 6 ayat (3)) 
b. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga 

arbitrase atau lembaga alternatif 
penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh 
para pihak. 

Pasal 6 ayat (4) dimaksud, maka 
Mediator dalam Lembaga Mediasi Perbankan 
termasuk dalam Mediator yang ditunjuk oleh 
lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang 
telah dipilih oleh para pihak. Karena Bank 
Indonesia yang saat ini sementara 
melaksanakan fungsi Mediasi Perbankan, maka 
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 Susilawetty, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, Gramata Publishing, Jakarta, 2013, hal. 24. 
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 Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 93. 
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mediator dimaksud adalah mediator yang 
ditunjuk oleh Bank Indonesia. 

Kekuatan hukum dari putusan mediasi dapat 
kita baca dalam ketentuan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 yang intinya menyatakan 
bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat secara tertulis adalah final 
dan mengikat bagi para pihak untuk 
dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan 
tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak penandatanganan, dan wajib 
dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak pendaftaran. Kalau kita kaji 
lebih dalam bahwa kekuatan mengikat hasil 
mediasi pada hakikatnya sama seperti undang-
undang. Hal ini terjadi karena penyelesaian 
sengketa melalui mediasi merupakan 
kesepakatan dari para pihak, yakni bank dengan 
nasabah atau perwakilan nasabah.  

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata intinya 
menyatakan bahwa “semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi 
para pihak harus mentaati apa yang telah 
mereka sepakati bersama.13 Khusus mengenai 
kesepakatan para pihak sebagai hasil mediasi di 
samping harus memenuhi Pasal 1320 
KUHPerdata juga berdasarkan PBI No. 
10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 
8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan 
harus dituangkan dalam bentuk Akta 
Kesepakatan yaitu dokumen tertulis yang 
memuat kesepakatan yang bersifat final dan 
mengikat bagi nasabah dan Bank. Kemudian 
berdasarkan Pasal 12 PBI No. 10/1/PBI/2008 
tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/PBI/2006 
Tentang Mediasi Perbankan disebutkan bahwa 
kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan 
Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari 
proses Mediasi dituangkan dalam Akta 
Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah 
atau Perwakilan Nasabah dan Bank. 

Konsekuensi hukum setelah penandatangan 
Akta Kesepakatan, yaitu bahwa Bank wajib 
melaksanakan hasil penyelesaian sengketa 
perbankan antara Nasabah dan Bank. Hal ini 
terlihat dalam ketentuan Pasal 13 PBI No. 
8/5/PBI/2006 yang menyebutkan bahwa Bank 
wajib melaksanakan hasil penyelesaian 

                                                           
13

 Osgar Matompo, Moh. Nafri Harun, Hukum 
Perdata, Setara Press, Jakarta, 2017, hal. 115. 

sengketa perbankan antara Nasabah dengan 
Bank yang telah disepakati dan dituangkan 
dalam Akta Kesepakatan. Apabila pihak bank 
tidak melaksanakannya, Bank Indonesia akan 
menjatuhkan hukuman kepada bank yang 
bersangkutan, yaitu sanksi administratif, mulai 
dari berupa denda uang, teguran tertulis, 
penurunan tingkat kesehatan bank, larangan 
untuk turut serta dalam kegiatan kliring, 
pembekuan kegiatan usaha tertentu maupun 
untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian 
pengurus bank dan pencantuman anggota 
pengurus, pegawai bank, pemegang saham 
dalam daftar orang tercela di bidang 
perbankan. 
Dengan demikian berdasarkan pada peraturan 
perundang-undangan sebagaimana tersebut di 
atas, kesepakatan yang diperoleh dari Mediasi 
Perbankan mempunyai kekuatan hukum 
sehingga bagi para pihak wajib 
melaksanakannya dengan penuh itikad baik ( in 
good faith). Dalam hal pihak bank tidak 
melaksanakannya, Bank Indonesia akan 
memberikan sanksi. Hal ini juga memberikan 
bukti, bahwa Mediasi Perbankan mempunyai 
karakteristik yang berbeda dengan mediasi 
pada umumnya. 

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa 
yang dapat dipilih oleh para pihak adalah 
mediasi. proses penyelesaian sengketa yang 
melibatkan mediator untuk membantu para 
pihak yang bersengketa guna mencapai 
penyelesaian dalam bentuk kesepakatan 
sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh 
permasalahan yang disengketakan. 14  Perlu 
ditekankan di sini bahwa mediator tidak 
mempunyai kewenangan untuk memutuskan 
suatu sengketa. Ia hanya boleh memberikan 
masukan-masukan berupa alternatif solusi bagi 
para pihak yang sedang bersengketa. 

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari 
alternatif penyelesaian sengketa di luar 
Pengadilan. Mediasi mengantarkan para pihak 
pada perwujudan mengingat penyelesaian 
sengketa melalui mediasi menempatkan kedua 
belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada 
pihak yang dimenangkan atau pihak yang 
dikalahkan (win-win solution).15 Mediasi adalah 
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 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di 
Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal.4 
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proses penyelesaian sengketa dengan 
perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang 
memberi masukan-masukan kepada para pihak 
untuk menyelesaikan sengketa. Berbeda 
dengan arbitrase, keputusan arbiter atau 
majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, 
layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan 
mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-
masing pihak untuk menaati apa yang 
disarankan oleh mediator. 

Dalam perundang-undangan Indonesia 
ditegaskan ruang lingkup sengketa dapat 
dijalankan kegiatan mediasi. Dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan 
oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian 
sengketa yang didasarkan pada iktikad baik 
dengan menyampingkan penyelesaian secara 
litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). 
Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak 
mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh 
perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang 
lingkup perdata.16  Demikian pula pengaturan 
mengenai mediasi dapat dilihat dalam 
ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam 
Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 yang berbunyi :  “Dalam hal 
sengketa atau beda pendapat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat 
diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis 
para pihak, sengketa atau beda pendapat 
diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih 
penasehat ahli maupun melalui seorang 
mediator.”  

Ketentuan ini merupakan suatu proses 
kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya 
negosiasi yang dilakukan oleh para pihak 
menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi : 
“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
melalui alternatif penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh 
para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu 
kesepakatan tertulis.”  

Pasal 6 Ayat (3) UU No.30 Tahun 1999 
tersebut juga dikatakan bahwa atas 

                                                           
16

 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, 
Hukum Adat, & Hukum Nasional, Ed.1 Cet-2, Kencana, 
Jakarta, 2011, hal. 23. 

kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau 
beda pendapat diselesaikan melalui bantuan 
seorang atau lebih penasehat ahli maupun 
melalui seorang mediator. Menurut Undang-
Undang No.30 Tahun 1999, kesepakatan 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
secara tertulis adalah final dan mengikat bagi 
para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad 
baik.  

Ketentuan ini pula dalam Pasal 6 Ayat (4) 
Undang-Undang No.30 Tahun 1999, dapat 
dikatakan bahwa Undang-Undang 
membedakan mediator ke dalam :  
1. Mediator yang ditunjuk secara bersama 

oleh para pihak (Pasal 6 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999); dan  

2. Mediator yang dibentuk oleh lembaga 
arbitrase atau lembaga alternatif 
penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh 
para pihak (Pasal 6 Ayat (4) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999) 

Diketahui bahwa jenis-jenis Mediasi itu 
adalah :  
1. Mediasi di Pengadilan  

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama 
dikenal. Para pihak yang mengajukan 
perkaranya ke pengadilan, diwajibkan 
untuk menempuh prosedur mediasi 
terlebih dahulu sebelum dilakukan 
pemeriksaan pokok perkara. 

2.   Mediasi di Luar Pengadilan  
a.  Mediasi Perbankan : Suatu Bank 

tentunya memiliki sistem yang sudah 
standar terhadap pelayanan yang 
dilakukan terhadap nasabahnya. 
Namun, tidak tertutup kemungkinan 
pelayanan yang diberikan Bank 
kepada nasabahnya tidak 
memberikan hasil yang memuaskan 
bagi nasabahnya sehingga sering kali 
nasabah merasa dirugikan. Nasabah 
sering kali menjadi tidak berdaya pada 
saat harus berhadapan dengan Bank 
di Pengadilan dan hanya bisa pasrah 
apabila bersengketa dengan Bank. 
Agar nasabah dapat terlindung hak-
haknya, dibentuklah mediasi 
perbankan yang berfungsi sebagai 
lembaga penyelesaian sengketa.  

b. Mediasi Hubungan Industrial : Sering 
kali pihak pekerja ketika berhadapan 
dengan pengusaha berada dalam 
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posisi yang lemah yang disebabkan 
oleh berbagai macam faktor. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu cara yang 
dapat mengakomodasi kepentingan 
para pihak, dengan harapan dapat 
diambil suatu keputusan yang dapat 
diterima oleh masing-masing pihak 
sehingga dibentuklah mediasi untuk 
perselisihan hubungan industrial.  

c.  Mediasi Asuransi : Asuransi berperan 
untuk mengalihkan risiko yang 
seharusnya ditanggung oleh nasabah 
asuransi. Masyarakat seringnya 
mengetahui asuransi hanya dari sisi 
manfaatnya, tetapi tidak mengetahui 
secara detail akan asuransi itu sendiri 
dan sering kali mengakibatkan 
terjadinya sengketa yang berbelit-
belit antara perusahaan asuransi dan 
nasabahnya. Agar sengketa dalam 
bidang asuransi dapat diselesaikan 
dengan baik dan dapat 
mengakomodasi kepentingan dari 
masing-masing pihak, dibentuklah 
lembaga mediasi asuransi  

Landasan formil mengenai integrasi 
mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya, 
tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 
HIR. Namun untuk lebih memberdayakan dan 
mengefektifkannya, MA (Mahkamah Agung) 
memodifikasinya kea rah yang lebih bersifat 
memaksa. 17   Pada Pasal 130 Ayat (1) HIR 
menentukan bahwa: “jika pada hari yang 
ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka 
pengadilan negeri dengan pertolongan ketua 
mencoba akan memperdamaikan mereka.”  

Hal mengenai mediasi sebelumnya telah 
diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan 
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan 
Lembaga Damai. Pada surat Edaran tersebut, 
hakim tidak diberikan kewenangan yang 
bersifat memaksa kepada para pihak untuk 
melakukan penyelesaian melalui perdamaian. 
Sehingga Surat Edaran ini dianggap hampir 
sama dengan Pasal 130 HIR, yang hanya 
menyarankan para pihak untuk dapat 
berdamai. Berdasarkan hal diatas, Surat Edaran 
sebelumnya kemudian diganti oleh Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 
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 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet-1, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2005, hal. 242. 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
2003). Berlakunya peraturan tersebut membuat 
upaya perdamaian di pengadilan, sehingga 
tidak lagi hanya bertumpu pada Pasal 130 HIR. 
Peraturan tersebut mengalami perubahan 
dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia.18 
       
F.  KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
 a. Penyelesaian sengketa perbankan 

melalui forum Mediasi Perbankan diatur 
dalam Peraturan Bank Indonesia No. 
8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan 
dan perubahannya berupa PBI No. 
10/1/PBI/2008. Dalam Pasal 9 PBI No. 
8/5/PBI/2006 menyebutkan bahwa 
Proses Mediasi dilaksanakan setelah 
Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan 
Bank menandatangani perjanjian 
Mediasi (agreement to mediate) yang 
memuat: Kesepakatan untuk memilih 
Mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
Sengketa; dan persetujuan untuk patuh 
dan tunduk pada aturan Mediasi yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia, 
kemudian Bank wajib mengikuti dan 
mentaati perjanjian Mediasi yang telah 
ditandatangani oleh Nasabah atau 
Perwakilan Nasabah dan Bank. Mediasi 
sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
bank dan nasabah, dipandang sebagai 
proses yang lebih sederhana dari segi 
prosedur dan relatif lebih murah. Dalam 
sengketa antara bank dan nasabah, 
nasabah sering kali menjadi tidak 
berdaya pada saat harus berhadapan 
dengan Bank di Pengadilan dan hanya 
bisa pasrah apabila bersengketa dengan 
Bank. Agar nasabah dapat terlindung 
hak-haknya, dibentuklah mediasi 
perbankan yang berfungsi sebagai 
lembaga penyelesaian sengketa. 
Penyelesaian sengketa perbankan 
melalui mediasi perbankan sangat 
menguntungkan bagi nasabah kecil, 
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 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di 
Luar Pengadilan, Cet-1, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 32-
33. 
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sebab prosesnya sederhana, biaya 
murah, dan cepat. 

 b. Kekuatan hukum hasil Mediasi 
Perbankan ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
intinya menyatakan bahwa kesepakatan 
penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat secara tertulis adalah final dan 
mengikat bagi para pihak untuk 
dilaksanakan dengan itikad baik. 
Sedangkan apabila ditinjau dari PBI No. 
10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas 
PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi 
Perbankan terdapat ketentuan yang 
memberikan kewajiban bagi bank untuk 
melaksanakan hasil mediasi sebagaimana 
yang tertuang dalam Akta Kesepakatan 
dan apabila pihak bank tidak 
melaksanakannya, Bank Indonesia akan 
menjatuhkan hukuman kepada bank 
yang bersangkutan. 

 
2. Saran 

a. Perlunya sosialisasi tentang mediasi 
perbankan yang harus lebih diperluas 
sebab di kalangan masyarakat masih 
banyak yang belum mengetahui 
tentang peran dan fungsi mediasi 
perbankan. 

b. Diharapkan mediator dalam 
penyelesaian sengketa hendaknya 
saling menguntungkan antar kedua 
belah pihak yang bersikap adil untuk 
kedua pihak. 
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